BAB V
PENUTUPAN

51 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pola koalisi parpol dalam
pembahasan peraturan daerah tentang APBD. Lombok Timur untuk tahun

anggaran 2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. teori koalisi berbasis kebijakan

DPRD Lombok Timur menciptakan sistem pemerintahan yang
mengutamakan kepentingan masyarakat. Tidak ada pola koalisi yang berlebihan
untuk menunjukkan kekuatannya masing-masing, namun yang dilakukan oleh
partai politik, dalam pembahasan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun
Anggaran 2021 yaitu dengan cara pola koalisi kolaboratif (kerjasama) dalam
mencapai tujuan yang dibuktikan dengan teks pandangan fraksi. fraksi-fraksi yang
ada, dimana anggota DPRD saling mendukung untuk menjadikan Lombok Timur
lebih baik sesuai dengan visi dan misi Pemkab. Lombok Timur adalah “Lombok

timur yang adil, makmur, dan aman”.

a. Loyalitas peserta koalisi minimal diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan

Kolaborasi Lombok Timur antar partai (anggota) diikat dengan tujuan
yang sama yaitu membentuk pemerintahan yang kuat di legislatif, membahas
peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 di kabupaten. Lombok
Timur tidak memiliki koalisi parpol yang secara khusus menunjukkan kekuatan

yang ada. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang terlihat dari
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cara mereka menyatukan aspirasi yang dibawa oleh masing-masing, melalui

musyawarah.

b. “ kebijakan mencari ” (mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan

partai)

Di Lombok Timur, semua anggota membawa kepentingannya secara
pribadi dari daerah pemilihannya masing-masing, tetapi ketika dalam diskusi
internal, fraksi mereka bergabung untuk membentuk dan menyepakati prioritas

pekerjaan mereka yang akan dibawa ke tahap diskusi berikutnya.

5.2. Saran

Dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan di Lombok Timur,
DPRD harus menjaga stabilitas politik terutama dalam pengawasan, kebijakan
yang dibentuk oleh badan eksekutif dan sebagainya agar apa yang kita harapkan
bersama bisa kita bagi bersama, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas , yang
efektif. dan efisien sehingga akan terbentuk tata kelola yang profesional di masa

yang akan datang.
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Gambar : wawancara dengan wakil dprd kab. Lombok timur

Gambar : wawancara dengan bidang humas dan kesekretariatan dprd kab.
Lombok timur
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Gambar : wawancara dengan ketua fraksi pdi- p dprd kab. Lombok timur
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